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ABSTRAK

Studi Kasus Kebijakan Penataan Kelembagaan Laboratorium Nasional Sri
Oemijati Paska Peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Fauzul Muna
fauzul.2241021034 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Paska peralihan Badan Litbangkes ke BRIN, Laboratorium Nasional Sri Oemijati
mengalami proses penataan kelembagaan, sehingga perlu diteliti mengapa kebijakan
penataan kelembagaan ini belum berjalan optimal dan bagaimana strategi penataan
kelembagaannya. Penataan kelembagaan merupakan proses siklus yang mengiringi tumbuh
dan berkembangangnya sebuah lembaga, sehingga dapat terjadi penggabungan dua/lebih
instansi ataupun perubahan bentuk instansi. Metode kualitatif dengan studi kasus melalui
wawancara secara mendalam dilakukan dalam penelitian ini. Triangulasi data dilakukan
untuk menghasilkan data berkualitas. Temuan dalam penelitian ini bahwa faktor eksternal
berperan di dalam implementasi kebijakan penataan kelembagaan, yaitu: a) politis meliputi
regulasi dan kepemimpinan; b) lingkungan dengan pandemi COVID-19; c) sosial karena
kebutuhan masyarakat pada sistem kesehatan dan permasalahan kesehatan yang
meningkat; serta d) teknis seperti fasilitas, kualitas SDM dan kolaborasi. Faktor
administratif (teknis) berperan penting di dalam penataan kelembagaan. Faktor eksternal
ini kemudian mendorong penataan kelembagaan yang berdampak di internal lembaga,
sehingga substansi penataan kelembagaan seperti struktur, SDM, teknologi, dan penataan
fisik akan berubah. Perlu strategi efektif menghadapi dampak proses penataan
kelembagaan, yaitu: a) meningkatkan kemampuan SDM dengan program pelatihan; b)
melengkapi kekurangan SDM dengan rekruitmen; ¢) mengharmonisasi regulasi yang
mendukung kegiatan; d) memaksimalkan pemanfaatan fasilitas untuk administrasi dan
pelayanan; dan e) merencanakan pembangunan fasilitas pelengkap penting yang belum
dimiliki.

Kata kunci: Laboratorium Nasional; perubahan kelembagaan; organisasi; kesehatan
masyarakat; surveilans
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ABSTRACT

The Institutional Arrangement Policy of the Sri Oemijati National Laboratory after the
Transition to the National Institute of Health Research and Development
Fauzul Muna
fauzul.2241021034 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

After the transition of the National Institute of Health Research and Development to BRIN,
the Sri Oemijati National Laboratory underwent an institutional restructuring process, so
it is necessary to examine why this institutional restructuring policy has not been running
optimally and what the institutional restructuring strategy is. Institutional structuring is a
cyclical process that accompanies the growth and development of an institution, so that
there can be a merger of two/more agencies or a change in the form of an agency.
Qualitative methods using case studies through in-depth interviews were carried out in this
research. Data triangulation is carried out to produce quality data. The findings in this
research are that external factors play a role in the implementation of institutional
structuring policies, namely: a) political including regulations and leadership; b)
environment with the COVID-19 pandemic; ¢) social because of society's need for the
health system and increasing health problems; and d) technical matters such as facilities,
quality of human resources and collaboration. Administrative (technical) factors play an
important role in institutional structuring. These external factors then drive institutional
arrangements which have an impact internally on the institution, so that the substance of
institutional arrangements such as structure, human resources, technology and physical
arrangements will change. An effective strategy is needed to deal with the impact of the
institutional restructuring process, namely: a) increasing human resources capabilities
with training programs; b) complementing human resource shortages with recruitment; ¢)
harmonize regulations that support activities; d) maximize utilization of facilities for
administration and services; and e) planning the construction of important complementary
facilities that do not yet exist.

Key words: National Laboratory; institutional change; organization; public health;
surveillance
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Populasi penduduk di Indonesia sekitar 275 juta pada tahun 2022 (BPS,
2023). Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki 17 ribu pulau
juga memiliki 129 titik masuk (entry point) yang menghubungkan Indonesia
dengan dunia internasional (Kementerian Perhubungan RI, 2023). Dengan
populasi yang tinggi dan wilayah kepulauan yang terbentang luas maka
Indonesia mempunyai biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi.
Tingginya keanekaragaman hayati serta interaksi antara manusia, hewan, dan
lingkungan menjadikan Indonesia mempunyai risiko yang tinggi terhadap
penyakit menular yang mempunyai potensi wabah dan menyebabkan masalah
kesehatan di masyarakat. Seperti adanya wabah COVID-19 pada akhir 2020
yang menimbulkan krisis kesehatan global, regional, dan juga berdampak besar
terhadap masalah kesehatan di Indonesia (Ashmi Atthahira et al., 2021).

Di dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit menular yang
berpotensi wabah, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penatalaksanaan yang
tepat dan akurat. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa
penatalaksanaan yang tepat dan akurat dalam menanggulangi dampak
penyebaran penyakit wabah sangat diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan
kolaborasi bersama-sama antara instansi pemerintah, masyarakat dan juga
dunia internasional (Xian et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan adalah
melalui kegiatan surveilans.  Kegiatan surveilans merupakan kegiatan
pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan yang berkelanjutan serta
sistematis yang penting digunakan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, dan evaluasi dalam kegiatan kesehatan masyarakat (Center for
Disease Control and Prevention, 2002; Centers for Disease Control and
Prevention, 2017). Kegiatan surveilans ini melibatkan berbagai lembaga

termasuk di dalamnya adalah laboratorium sebagai salah satu bagian kegiatan



surveilans dalam pengumpulan data yang akurat berkaitan dengan diagnosis
penyakit terutama penyakit menular (World Health Organization, 2016).

Badan Litbangkes merupakan lembaga yang dirancang sebagai lembaga
riset di Kementerian Kesehatan yang berfokus kepada riset di bidang kesehatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015. Selain itu,
Badan Litbangkes mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kegiatan
surveilans di Kementerian Kesehatan karena keberadaan Laboratorium
Nasional Sri Oemijati. Fungsi dan peranan penting ini diatur di dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indoenesia Nomor 658 tahun 2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-
Emerging. Walaupun fungsi utama Badan Litbangkes terkait dengan penelitian,
pengembangan dan inovasi telah dialihkan ke BRIN, namun keberadaan
Laboratorium Nasional Sri Oemijati ini perlu dipertahankan.

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang
mempunyai tugas utama dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Di dalam menjalankan salah satu
fungsi utamanya yaitu berkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan secara
nasional maka perlu didukung oleh peran dari badan/lembaga di dalam maupun
di luar Kementerian Kesehatan. Badan internal Kementerian Kesehatan yang
berperan dalam membantu peningkatan mutu kesehatan nasional salah satunya
yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).
Badan Litbangkes sudah berdiri sejak tahun 1975 berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, yang kemudian ditindak lanjuti
dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 114 Tahun 1975 sebagai dasar
hukum berdirinya Badan Litbangkes yang berperan dalam pembangunan
kesehatan nasional di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kesehatan (Agus Suwandono et al., 2020).

Badan Litbangkes merupakan lembaga yang dirancang sebagai lembaga
riset di Kementerian Kesehatan yang berfokus kepada riset di bidang kesehatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015. Fungsi

yang melekat terhadap Badan Litbangkes yaitu dalam menyususn kebijakan



teknis penelitian dan mengembangkan penelitian di bidang biomedik dan
epidemiologi Klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanana kesehatan,
kefarmasian dan alat kesehatan, serta sumber daya manusia dan humaniora
kesehatan. Selain menyusun kebijakan teknis penelitian juga melekat tugas
dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan; mementau,
mengevaluasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
melaksanakan adminitrasi Badan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, 2015).

Riset kesehatan yang dilakukan oleh Badan Litbangkes ini bertujuan
untuk menghadapi tantangan di masa Kini, serta menghadapi perubahan di masa
depan. Riset kesehatan yang dilakukan oleh Badan Litbangkes bukan hanya
riset yang bersifat top-down namun juga bottom-up dalam menghadapi
permasalah kesehatan di Indonesia. Badan Litbangkes ditugaskan untuk dapat
memberikan data dan fakta yang dapat diadopsi menjadi kebijakan atau inovasi
perbaikan program kesehatan. Selama ini, 70 % penelitian yang dilakukan oleh
Badan Litbangkes digunakan untuk kebijakan, dan 30% nya untuk inovasi

program kesehatan komunitas (Agus Suwandono et al., 2020).



Gambar 1. 1 Kedudukan Badan Litbangkes sebagai pelaku riset kesehatan di
dalam sistem penelitian kesehatan
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Sumber : Dance of Mind, Badan Litbangkes, 2018

Sebagai lembaga penelitian, Badan Litbangkes mempunyai 4 Pusat
Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dan 1 Sekertariat Badan. Keempat
pusat tersebut adalah Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,
Puslitbang Sumber Daya dan Pelaksanaan Kesehatan, Puslitbang Upaya
Kesehatan Masyarakat, dan Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan.
Laboratorium Nasional Sri Oemijati berada di bawah ampuan Puslitbang
Biomedis. Laboratorium Nasional Sri Oemijati merupakan laboratorium
penelitian yang berperan dalam melakukan penelitian dasar, klinis dan
kesehatan, serta menghasilkan data yang nantinya akan digunakan oleh
Kementerian Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009
tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi new-emerging dan
re-emerging menempatkan Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagali
Laboratorium Pusat Rujukan Nasional. Selain sebagai Laboratorium Pusat
Rujukan juga mempunyai fungsi dan peran lain yaitu sebagai pusat kerjasama
laboratorium penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging dengan dunia

internasional (Pasal 4 ayat (3)). Penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging



merupakan penyakit infeksi yang memerlukan penelaahan risiko karena dapat
menimbulkan risiko kedaruratan kesehatan masyarakat secara global,
berpotensi menular secara cepat lintas wilayah maupun negara, mampu
memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat sehingga
memerlukan penanganan nasional yang terkoordinasi (Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indoenesia Nomor 658/Menkes/Per/\V111/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-
Emerging, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 maka
Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi laboratorium yang menjalankan
peran sebagai laboratorium diagnosis penyakit infeksi new-emerging dan re-
emerging. Tugas lain yang diemban oleh laboratorium Nasional Sri Oemijati
yaitu untuk mengkoordinasi dan mengelola spesimen klinik, materi biologik
dan/atau muatan informasinya (data molekuler). Selain itu juga disebutkan
bahwa Laboratorium Nasional Sri Oemijati berperan sebagai laboratorium
penelitian yang berkaitan dengan penyakit infeksi new-emerging dan re-
emerging.

Laboratorium Nasional Sri Oemijati adalah laboratorium riset yang juga
melakukan berbagai kegiatan penelitian dan eksperimen di bidang kesehatan
untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit dan memperbaiki sistem
kesehatan di Indonesia. Selain itu, laboratorium ini juga menghasilkan inovasi-
inovasi, mengembangkan standar-standar kesehatan, dan juga melakukan
evaluasi atas peran laboratorium jejaringnya, serta hasil penelitian yang
dilakukan juga digunakan untuk mengembangkan kebijakan kesehatan
nasional. Laboratorium Nasional Sri Oemijati tidak hanya berperan di dalam
penelitian kesehatan, namun berkiprah juga sebagai laboratorium pusat rujukan
nasional untuk penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging. Laboratorium
Nasional Sri Oemijati juga berperan di dalam menghadapi berbagai
pemeriksaan penyakit infeksi seperti avian influenza (flu burung), flu babi,
meningitis, polio, campak, monkey pox (cacar monyet), difteri, pertusis,

tuberkulosis, dan COVID-19 serta berbagai penyakit lain yang berpotensi



wabah. Fungsi dan peran laboratorium dalam melakukan pemeriksaan penyakit

berpotensi wabah ini juga didukung oleh regulasi dan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 1. 1 Kegiatan dan yang dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sri
Oemijati Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan

No

Kegiatan

Regulasi

1

Diagnosis penyakit Difteri

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
658/MENKES/PER/V111/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit
Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
Pedoman Surveilans dan Penanggulangan
Difteri Tahun 2018

Diagnosis Penyakit Pertusis

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
658/MENKES/PER/V111/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit
Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
Buku Petunjuk Teknis Surveilans Pertusis
Untuk Petugas Surveilans Tahun 2021

Diagnosis Penyakit Polio

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor
HK.02.02/MENKES/322/2015 Tentang
Penunjukan Laboratorium Polio, Campak,
dan Rubela

Diagnosis Penyakit Campak

Keputusan Menteri Kesehatan R Nomor
HK.02.02/MENKES/322/2015 Tentang
Penunjukan Laboratorium Polio, Campak,
dan Rubela

Diagnosis Penyakit ILI-SARI
(penyakit pernafasan akut)

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
658/MENKES/PER/VI11/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit
Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging

Diagnosis Penyakit COVID

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
658/ MENKES/PER/VI11/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit
Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging

Diagnosis penyakit baru yang
berpotensi wabah (Ebola,
Marburgh)

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
658/MENKES/PER/VI11/2009 Tentang
Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit
Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging

Sumber: Dokumen di Laboratorium Nasional, 2023 (diolah peneliti)




Setelah pengalihan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan
inovasi dari Badan Litbangkes ke BRIN, maka Badan Litbangkes sudah tidak
berfungsi sebagai laboratorium penelitian dan hanya menyisakan Laboratorium
Nasional Sri Oemijati yang kehilangan payung utamanya, sehingga status
Laboratorium Nasional ini menjadi tidak jelas. Dalam kondisi ini, Laboratorium
Nasional Sri Oemijati masih harus melakukan fungi dan peranannya di dalam
kegiatan surveilans agar pelayanan kesehatan masyarakat terkait dengan
pemeriksaan dan diagnosis penyakit infeksi tidak terbengkalai.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang
merupakan cikal bakal pembentukan organisasi Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2021 ini sebagai landasan hukum dalam meleburkan fungsi penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan dan inovasi ke dalam BRIN, sehingga
Badan Litbangkes harus bubar dan melebur ke dalam BRIN.

Dengan kebijakan tersebut, maka Laboratorium Nasional Sri Oemijati
yang berada di bawah Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan tidak
mempunyai naungan lagi kehilangan fungsi utama sebagai laboratorium
penyelenggara penelitian dan laboratorium pengembangan kesehatan dan
sebagai laboratorium jejaring diagnosis penyakit infeksi New-Emerging dan Re-
emerging untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
658 Tahun 2009 tentang Jejaring Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging
dan Re-Emerging dalam melakukan fungsi jejaring laboratorium pemeriksaan
untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah. Di dalam Pasal 5 berbunyi,

“Jejaring laboratorium diagnosis penyakit infeksi new-emerging dan re-
emerging adalah entitas laboratorium di Indonesia yang mengelola
spesimen Klinik, materi biologic dan/atau muatan informasinya yang
dikoordinasikan secara terpusat oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan.”

Pada Permenkes 658/2009 tersebut melekat fungsi Laboratorium Nasional Sri

Oemijati di bawah Badan Litbangkes sebagai laboratorium jejaring diagnosis



penyakit infeksi. Dengan pembubaran Badan Litbangkes maka fungsi

laboratorium jejaring ini juga menjadi hilang. Fungsi laboratorium sebagai

jejaring diagnosis ini sangat penting karena berkaitan langsung terhadap

pelayanan masyarakat dalam membantu diagnosis penyakit infeksi seperti flu

burung (influenza H5N1), infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), meningitis,

difteri dan pertussis. Data hasil pemeriksaan/diagnosis ini akan dijadikan data

yang akan mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam

melakukan pengendalian penyakit infeksi yang berpotensi wabah. Dengan

hilangnya legalitas sebagai laboratorium jejaring, maka terjadi masalah

terhadap arus dan pola pengiriman sampel/spesimen yang akan dilakukan

pemeriksaan. Oleh karena itu perlu segera disusun regulasi baru sebagai payung

hukum kegiatan surveilans menggantikan Permenkes 658/2009.

Gambar 1. 2 (a) Posisi Badan Litbangkes berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 dan (b) Laboratorium Nasional Sri
Oemijati berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009
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Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015 (diolah peneliti)

Keterangan: Peneliti ingin  memberikan informasi terkait kedudukan
Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang melekat dengan Puslitbang Biomedik
dan Teknologi Dasar Kesehatan.

Laboratorium Nasional Sri Oemijati juga melakukan fungsi pelayanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemeriksaan Kimia dan
Bakteriologi Air yang sudah melalui standarisai dan akreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN), pemeriksaan rutin untuk penelitian dan diagnosis
penyakit flu burung, polio dan campak yang juga sudah dilakukan standarisasi
oleh World Health Organization (WHO). Dengan adanya perubahan kondisi ini,
maka saat ini pelayanan PNBP juga tidak dapat dilakukan lagi. Selain itu,
dengan dibubarkannya Badan Litbangkes maka akreditasi pemeriksaan yang
sudah diperoleh oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi tidak berlaku
dan perlu dilakukan akreditasi ulang yang tentunya akan menyita begitu banyak

waktu, tenaga dan pembiayaan. Dengan adanya kondisi ini, pelayanan yang



sebelumnya dapat dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati
mengalami gangguan dan terhambat.

Dampak yang terasa dari pembubaran Badan Litbangkes juga terjadi
pada staf yang bekerja di Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Pada gambar 1.3
terlihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah staf/pegawai
di Laboratorium Nasional Sri Oemijati, yang pada awalnya mencapai lebih dari
100 pegawai kemudian menyusut menjadi hanya 50 pegawai. Karena sebagian
besar staf berpengalaman dan berpotensi ikut melebur ke dalam BRIN dan staf
yang tersisa di Laboratorium Nasional Sri Oemijati adalah staf dan mantan
peneliti yang dahulu berada di Badan Litbangkes yang harus melakukan
perubahan status fungsional pegawainya menjadi Analis Kebijakan,
Administrator Kesehatan untuk yang mempunyai latar belakang tenaga
kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk staf litkayasa. Oleh
karena itu terjadi ketimpangan jumlah dan peran yang harus dijalankan oleh
SDM yang bertahan.

Gambar 1. 3 Jumlah SDM di Laboratorium Nasional Sri Oemijati saat
Badan Litbangkes (2021), Peralihan ke BRIN (2022), Diindukkan di BKPK
(2022), dan sebagai UPT BB Laboratorium Biologi Kesehatan (2023)

Jumlah Pegawai

o
™M
—
a ()]
— —
— —
o
n

litbangkes perpindahan ke komposisi baru BB Lab Biokes
2021 BRIN sementara di 2024
2022 BKPK
2023

Sumber: BB Laboratorium Biologi Kesehatan, 2023 (diolah peneliti)
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Peran penting Laboratorium Nasional Sri Oemijati dalam pemeriksaan
spesimen/sampel Kklinis penyakit yang berpotensi wabah saat ini belum
tergantikan maka melalui Surat Penugasan Nomor UM.01.05/111/3748/2022
yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
memberikan tugas sementara kepada Badan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan (BKPK) untuk mengampu Laboratorium Nasional Sri Oemijati agar
masih dapat melakukan peranannya sebagai laboratorium terapan dan
melakukan aktifitas pemeriksaan dan diagnosis penyakit-penyakit berpotensi
wabah. Di dalam surat tugas ini juga tidak dijelaskan batas waktu pengampuan
yang dapat dilakukan oleh BKPK, sehingga status Laboratorium Nasional Sri
Oemijati juga belum mempunyai kejelasan.

Setelah peralihan Badan Litbangkes tahun 2021 lalu, ada rencana besar
di Kementerian Kesehatan dalam membuat Laboratorium Kesehatan
Masyarakat dalam upaya mendukung dan penguatan transformasi layanan
primer dan ketahanan kesehatan. Pada tahun 2023 ini, dilakukan penataan dan
pengelolaan di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pengampu
laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium kesehatan masyarakat ini
merupakan laboratorium yang melakukan pelayanan pemeriksaan yang
berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan
kesehatan masyarakat. Seperti Laboratorium Central of Disease Control (CDC)
di Amerika, yang dikenal sebagai laboratorium kesehatan masyarakat (publik
health laboratory) ini mempunyai beberapa kebijakan strategis guna
menunjang kesehatan masyarakat. Kebijakan strategis yang dilakukan yaitu
untuk memperkuat surveilans epidemiologi dan laboratorium; sebagai pusat
dari kesehatan global; serta dapat bekerja melalui kebijakan naegara bagian
ataupun pemerintah lokal (Centers for Disease Control and Prevention, 2017).

Pada saat ini, Laboratorium Nasional Sri Oemijati masih menjalankan
perannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring Diagnosis Penyakit Infeksi New-
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Emerging dan Re-Emerging dalam melakukan fungsi jejaring laboratorium
pemeriksaan untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah. Di dalam Pasal 5
berbunyi,

“Jejaring laboratorium diagnosis penyakit infeksi new-emerging dan re-

emerging adalah entitas laboratorium di Indonesia yang mengelola

spesimen Kklinik, materi biologic dan/atau muatan informasinya yang
dikoordinasikan secara terpusat oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan”.

Walaupun secara legal, aturan itu sudah tidak berlaku karena Badan Litbangkes
yang menjalani fungsi jejaring laboratorium sudah dibubarkan.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Kesehatan
No.26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium
Biologi Kesehatan merupakan dasar hukum pembentukan unit pelaksana teknis
(UPT) baru dalam tugasnya untuk penguatan transformasi layanan primer dan
transformasi sistem ketahanan kesehatan. Laboratorium Nasional Sri Oemijati
kemudian mengalami perubahan struktur organisasi menjadi institusi mandiri.
Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT)
setingkat Eselon 11-b yaitu Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang
berinduk di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat.

Saat ini, Laboratorium Nasional Sri Oemijati sudah menjadi UPT baru
laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja balai Besar
Laboratorium Biologi Kesehatan maka masalah yang akan muncul yaitu
berkaitan dengan standard yang ditetapkan oleh aturan tersebut yang belum bisa
dipenuhi oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati karena tugas dan fungsi

organisasi yang mengalami perubahan.

. ldentifikasi Masalah

Melihat kilas balik dari uraian yang sudah dikemukanakan pada latar

belakang mengenai Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan Badan
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Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), maka dapat

diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam analisis kelembagaan tersebut

adalah sebagai berikut:

1.

Kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati
menghambat proses pelayanan;

Hilangnya fungsi legal dan peranan Laboratorium Nasional Sri Oemijati
sebagai laboratorium jejaring penyakit new-emerging dan re-emerging
(PINERE) sesuai dengan Permenkes 658/2009 dan belum ada regulasi
pengganti;

Perubahan status dan fungsi merubah skema kerja sama Laboratorium
Nasional Sri Oemijati sebagai Laboratorium penyakit berpotensi wabah
new-emerging dan re-emerging (PINERE) dengan dunia internasional;
Perubahan peran Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai koordinator
jejaring surveilans penyakit berpotensi wabah sesuai dengan Permenkes
658/2009 menyebabkan tidak adanya legalitas dalam berkegiatan;
Penyesuaian ulang terhadap jenis jenjang karir fungsional bagi SDM yang
tertinggal di Laboratorium Nasional Sri Oemijati menghambat administrasi
SDM;

Jumlah tenaga SDM Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang minimal
(sedikit) sehingga menimbulkan gap pengetahuan, kemampuan, dan

pelayanan.

. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas memberikan

gambaran terkait rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1.

2.

Mengapa kebijakan penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri
Oemijati paska peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
belum berjalan optimal?

Bagaimana strategi penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri

Oemijati?
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

2. Untuk menyusun strategi di dalam penataan kelembagaan Laboratorium

Nasional Sri Oemijati.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang diharapkan
dapat diadopsi oleh Kementerian Kesehatan.

2. Referensi akademik dalam bidang formulasi kebijakan kelembagaan, dalam
kebijakan pada umumnya dan khususnya terkait dengan penataan

kelembagaan.

14



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang kebijakan penataan
kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Berdasarkan hasil
penelitian dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati belum
berjalan dengan optimal di internal lembaga yaitu di struktur, sumber daya
manusia, teknologi, dan penataan fisik. Perubahan di internal lembaga ini
karena adanya dorongan dari faktor eksternal yaitu:

a. faktor politis (politic) meliputi regulasi dan kepemimpinan;

b. faktor lingkungan (environment) dengan adanya pandemi COVID-19;

c. faktor sosial (social) meliputi kebutuhan masyarakat pada sistem
kesehatan yang baik dan permasalahan kesehatan yang semakin banyak;
serta

d. faktor teknis (technical) yang meliputi fasilitas, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan kolaborasi.

Faktor politis dan administratif dianggap menjadi faktor yang berperan di

dalam penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati.

Namun, faktor administratif dianggap menjadi faktor yang paling berperan.

Faktor administratif yang berperan yaitu faktor lingkungan, sumber daya

manusia, fasilitas dan kolaborasi.

2. Berdasarkan hasil pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska
peralihan Badan Litbangkes maka strategi-strategi yang dapat dilakukan

yaitu:
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a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dengan merancang
program pelatihan yang sesuai dan membuka peluang melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

b. memenuhi jumlah kekurangan pegawai agar sesuai dengan analisis
beban kerja dengan membuka job vacancy dan mutasi ke dalam;

c. menyusun dan atau mengharmonisasi regulasi yang mendukung
kegiatan jejaring laboratorium dan surveilans labkesmas agar pelayanan
yang dilakukan dapat berjalan dengan baik;

d. mengatur dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas gedung saat ini
guna menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan; dan

e. memetakan dan merencanakan pembangunan fasilitas pelengkap
penting yang belum dimiliki oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati
dengan matang.

Strategi yang disusun ini merupakan strategi yang sudah diukur tingkatan

urgensinya sehingga dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi realistis

lembaga Laboratorium Nasional Sri Oemijati.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan studi kasus kebijakan penataan
kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati (Balai Besar Laboratorium
Biologi Kesehatan) dan analisis yang sudah dilakukan serta melihat urgensi dari
permasalahan yang ada sebagai akibat dari kebijakan penataan kelembagaan di
Laboratorium Nasional Sri Oemijati maka peneliti merekomendasikan dan
menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam memaksimalkan upaya pengelolaan maka dibutuhkan peran
Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Biro Organisasi Sumber
Daya Manusia untuk membantu pengelolaan Laboratorium Nasional Sri
Oemijati di tahun awal pembentukannya sebagai UPT yang mandiri

sehingga peran penting, administrasi dan fungsi layanan yang dilakukan
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Laboratorium Nasional Sri Oemijati dapat dilakukan dengan maksimal dan
baik.

Di dalam upaya mendukung strategi-strategi dalam penataan kelembagaan
terutama di penguatan jejaring laboratorium dan jejaring surveilans dengan
melibatkan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat bersama dengan
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam membangun
kolaborasi dan kerja sama dalam rangka sosialisasi tugas fungsi baru
Laboratorium Nasional Sri Oemijati ke Laboratorium regional level/tier 4
dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota guna meningkatkan
kemitraan yang baru sistem jejaring surveilans dapat merata dan berjalan
dengan baik, sehingga proses monitoring dan evaluasi awal program
labkesmas dapat dilakukan dengan maksimal.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai
lembaga baru, sehingga dapat dianalisis peran dan efektivitas lembaga ini

di masa mendatang.
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